PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 57
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DANA
BERGULIR BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana bergulir bagi
Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengeloiaan Dana Bergulir bagi
Usaha Mikro dan Kecil, telah ditetapkan Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2011 Jo. Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro
dan Kecil;

b. bahwa dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan Usaha Mikro
dan Kecil sesuai hasil evaluasi pelaksanaan Peraiuran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2011 berikut Petunjuk
Pelaksanaannya, periu adanya keteriibatan Perusahaan Penjaminan
Kredit dalam pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecit:

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil,
yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

flengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli
1950) jo. Undang-Undang Nomor 2C Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai
ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahua 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang
Womor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lernbaran Megara Republik Indcnesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4¢10);




10.

11.
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. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Momor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-ndang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor @
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 199§ tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1898 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3743);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008 Nemor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
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12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 101);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 102);

15. Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 56 Seri E) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro
dan Kecil (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 38 Seri E);

16. Peraturan Gubernur Jawa Barat 19 Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011
tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 19 Seri E);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 57 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DANA
BERGULIR BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL.

Pasal |

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir
bagi Usaha Mikro dan Kecil (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
Nomor 56 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 38 Seri £}, sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 12 ditambahkan angka 12a, sebagai
berikut :




12a. PT. Jamkrida Jabar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang
didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor
9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat 19 Nomor
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan
Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat, yang selanjutnya telah
dikukuhkan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di
hadapan Notaris Yuliani Idawati, SH Nomor 03, tanggal 3
Oktober 2012 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-
56159.AH.01.Tahun 2012 tanggal 1 Nopember 2012 dan telah
memperoleh  izin  operasional pemberian  penjaminan
berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan Nomor KEP.05/D.05/2013, tanggal 30 Januari 2013.

B. Ketentuan Pasal 14, Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat (2a),
sebagai berikut :

(2a) Bank Pelaksana pengelola dana bergulir melibatkan
PT. Jamkrida Jabar, dalam penjaminan kredit, yang diatur lebih
lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank Pelaksana
dengan PT. Jamkrida Jabar.

Pasal It
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juli 2013

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 “Suli 2013
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